DPRD TETAPKAN APBD PROVINSI JAMBI 2025 SEBESAR
RP 4,575 TRILIUN

Sumber gambar: https://tomohon.go.id/dokumen-apbd-kota-tomohon/

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jambi menetapkan APBD Provinsi Jambi tahun 2025 sebesar Rp 4.575 Triliun. Rapat
paripurna penetapan dipimpin langsung Ketua DPRD Jambi M. Hafiz Fattah. Didampingi
Wakil Ketua Ivan Wirata, Faizal Riza, dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Jumat
(29/11/2024).

M. Hafiz Fattah mengatakan, berdasarkan pembahasan antara Badan
Anggaran DPRD Provinsi Jambi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi,
disepakati bahwa APBD Provinsi Jambi ditetapkan sebesar Rp.4.575.870.566.874.
Sedangkan belanja Rp.4.625.723.464.795, Defisit Rp 49.852.897.921.

"Dengan penetapan ini agar dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan
peraturan yang berlaku agar berdampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Penetapan ini menurut Hafiz, awal dari kerja yang sesungguhnya. Semua anggota DPRD
Jambi wajib mengawal semua kegiatan yang sudah dibahas antara DPRD Jambi
dan Pemprov Jambi. "Kita dan Pemprov Jambi menunggu hasil evaluasi dari
Kemendagri," ujarnya.

Sementara itu, Fauzi Ansori, Juru Bicara Banggar DPRD Jambi meminta
Pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh
APBD TA 2025 mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan
berkelanjutan.

S
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"Terutama Badan Anggaran mengingatkan kepada APIP untuk melakukan
pengawasan terhadap jalannya program dan kegiatan prioritas untuk mencapai target
Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala daerah maupun perangkat daerah serta
keselarasannya dengan RKPD TA 2025 maupun implementasi RPJIMD," ujarnya.

Kemudian, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi meminta kepada Pemerintah
Provinsi Jambi melakukan optimalisasi terhadap berbagai komponen dan potensi
pendapatan, terutama dari sektor pajak dan pemanfaatan aset daerah.

"Terkait aset-aset milik Pemerintah Provinsi Jambi yang selama ini
pengelolaannya kurang maksimal, Banggar meminta kepada BPKP Provinsi Jambi agar
BPKPD Provinsi Jambi agar kedepan agar aset-aset tersebut dikelola dengan tepat karena
itu dapat dijadikan sumber pendapatan,” pungkasnya. (Tribunjambi.com/M Yon
Rinaldi)
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Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal
1 angka (1) menyatakan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang
dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pada:
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3.

1)

2)

3)

Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati
kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran satuan kerja

perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada

pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda
tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 311 menyatakan bahwa:

(1) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

(2) Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa
tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala
daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS
untuk mendapat persetujuan bersama.

(4) Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
pada:

1)

2)

Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

Pasal 1 angka 70 menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Lebih lanjut Bab Il Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, pada:
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1) Pasal 23 menyatakan bahwa:

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan
Pendapatan Daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani
KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan
perutndang-undangan.

2) Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan
Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang
mengenai keuangan negara.

3) Pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang
terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja Daerah; dan

c. Pembiayaan daerah.

4) Pasal 28 menyatakan bahwa:

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a
meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah
yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b
meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak
perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang
ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf ¢
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
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5) Pasal 86 menyatakan bahwa:

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas
maksimal defrsit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman
Daerah setiap tahun anggaran.

(2) Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas
maksimal defisit APBD masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

5. Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah mengatur mengenai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
pada:

1) Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan
rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung
kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun
anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah
dan DPRD.

2) Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib
menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

3) Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda provinsi tentang APBD
yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3
(tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD
untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.

4) Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD
dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. kepentingan umum;

c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan

d. RPJMD.

5) Pasal 111 ayat (5) menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

6) Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang
APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran
APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Jambi/SF 5



lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

7) Pasal 112 ayat (4) menyatakan bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang
APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. kepentingan umum;

c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan

d. RPJMD.

8) Pasal 112 ayat (5) menyatakan bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

9) Pasal 114 menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD
dan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112
ayat (5) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya
keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat
BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
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